Uni versitas Indonesia Library >> U - D sertasi Menbership

Proses politik penentuan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari
APBN tahun 2005-2009 di Indonesia= The political process of minimal
establishing the 20 percent education budget in 2005-2009 national
revenue and expenditure budget apbn in Indonesia

Amat Darsono Sudibyo, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 2d=20350867& | okasi=| okal

Disertas ini membahas tentang proses politik penentuan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN
2005-2009. Ini sangat penting karena berkaitan dengan kewajiban negara untuk membiayal pendidikan
warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Pemerintah dan DPR tidak
memenuhi itu pada APBN 2005-2008, sehingga memicu masyarakat sipil untuk melakukan demonstrasi dan
judicial review di Mahkamah Konstitusi. Untuk menganalisis proses politik tersebut, ada beberapa teori
yang digunakan, yaitu model negara kesgjahteraan oleh Gosta Esping Andersen, demokrasi deliberasi oleh
Habermas, konflik dan konsensus oleh Maswadi Rauf, teori elite dari Suzanne Keller, serta beberapa teori
lainnya sebagal pendukung.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam dengan para elite penentu
anggaran pendidikan di eksekutif, legidlatif, dan civil society, serta mempelgari dokumen risalah rapat BP
MPR dan Badan Angagran DPR, yang membahas anggaran pendidikan, dan buku-buku yang relevan. Ada
beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian ini. Pertama, pro dan kontraterjadi dalam power
interplay antar elite mengenai anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, seperti yang diamanatkan
dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 49 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
(sisdiknas), yang direalisasikan dalam APBN 2009. Kedua, DPR dan Pemerintah tidak memenuhi anggaran
pendidikan minimal 20% dari APBN 2005-2008 karena keuangan negara terbatas dan ada pengel uaran-
pengeluaran yang tidak dapat dihindari, seperti bunga utang, subsidi, serta belanja pegawai dan pensiun
(non-diskresi). Ketiga, atas desakan Putusan MK No. 13/PUU-V1/2008, DPR dan Pemerintah memenuhi
anggaran pendidikan 20% pada APBN 2009 dengan cara memperbesar defisit anggaran hingga Rp 106.628
triliun (1,9% dari PDB tahun 2009 ? 5.613 triliun). Keempat, lembaga anggaran yang dominan dalam
menentukan anggaran pendidikan 20% pada APBN 2009 adalah pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU
No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kelima, masyarakat sipil berperan besar dalam mempengaruhi
kebijakan anggaran pendidikan melalui tekanan publik dan judicia review APBN di Mahkamah Konstitusi.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada pro dan kontra dalam power interplay antar elite DPR dan
pemerintah. Power interplay tersebut hanyalah seremoni politik yang pragamatis, dengan berbagal
kepentingan politik yang tersembunyi (dalam rangka menghadapi pemilu 2009). Dalam hal itu, masyarakat
sipil memainkan peranan yang signifikan. Implikasi teoritis: teori Gosta Esping - Andersen, dari perspektif
Anglo Saxon Liberal, yang menyatakan bahwa peran pasar dan masyarakat di bidang kesegjahteraan ? dalam
hal ini, pendidikan ? lebih besar daripada negara, adalah terbukti. Kritik terhadap teori tersebut menyatakan
bahwa di Barat, negaralah yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan. Tetapi, di Indonesia,
masyarakat dan negara bergotong royong untuk menciptakan hal tersebut.

This dissertation discusses about the political process of minimal establishing the 20% education budget in
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2005-2009 National Revenue and Expenditure Budget (APBN) in Indonesia. It is very important because it
relates to the country?s obligation to fund the education of its citizens as mandated in the 1945 Constitution
article 31. The Government and the People?s Representative Council did not do it in 2005-2008 APBN. It
led to people?s demonstrations and judicial review in Constitutional Court. To analyze that political process,
severa theories are applied in this dissertation: welfare state model by Gosta Esping Andersen, democratic
deliberation by Habermas, conflict and concencus by Maswadi Rauf, elite theory by Suzanne Keller,
supported by afew other theories.

The method used here is the qualitative method with deep interviews with elites who determine the
education budget in executive, legidative, and civil society, aswell as studying relevant books and minutes
of meeting of People?s Consultative Assembly Working Committee and the People?s Representative
Council Budget Committee, that discussed the education budget. Several points can be concluded from this
research: first, there were pros and cons in the power interplay among elites in minimal establishing the 20%
education budget in APBN as mandated in 1945 Constitution article 31 and article 49 of the Law No.
20/2003 about national education system, which was implemented in 2009 APBN. Second, the People's
Representative Council and the Government did not minimal fulfill the 20% education budget in 2005-2008
APBN because the state finances were limited and there were limited and there were inevitable expeditures,
such as debt interests, subsidy, and personnel and pension non-discretionary expenditure. Third, due to the
pressure of Constitutional Court's Decision No. 13/PUU-V1/2008, The People's Representative Council and
the government fulfilled the 20% education budget in 2009 APBN by increasing the budget?s deficit until
Rp106,628 trillion (1,9% of the 2009 Gross Domenstic Product or PDB - 5,613 trillion). Fourth, the budget
institution dominant in determining the 20% education budget in 2009 APBN was the government, as
regulated in the Law No. 17/2003 about state finances. Fifth, the civil society played abig partin
influencing the education budget by public pressure and judicial review on APBN in the Constitutional
Court.

The findings of this study show that there were pros and cons in the power interplay among People's
Representative Council and Government elites. It was a pragmatic political ceremony with hidden political
interests (due to the coming of 2009 election). The civil society played asignificant role in it. The theoritical
implication: Gosta Esping - Andersen?s theory, from Liberal Anglo Saxon perspective, which states that
market and people?s role in welfare - education, in this matter ?is bigger than the government's, isrightly
proven. Criticism to this theory saysthat in the West, it is the government that plays the bigger role. In
Indonesia, however, the people and the government work together in creating welfare.



